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 This study aims to test whether taxpayer compliance, tax audit and tax collection have an 
effect on tax revenue. The population in this study were individual taxpayers on the island of 
Belitung with a sample size of 115 respondents. The sampling technique for the respondents 
in this study used a non-probability sampling with a purposive sampling technique. Data 
collection was carried out by distributing questionnaires in the form of google form to 
respondents via social media such as WhatsApp and Facebook. Data were analyzed by 
multiple linear regression analysis using SPSS version 21 program. The results of this study 
indicate that taxpayer compliance, tax audit and tax collection have a positive and 
significant effect on tax revenue 
 

 

Kata Kunci 

  

Abstrak 

Kepatuhan 
Wajib Pajak, 
Pemeriksaan 
Pajak, Penagihan 
Pajak, 
Penerimaan 
Pajak 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak 
dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Populasi dalam penelitian 
ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pulau Belitung dengan jumlah sampel 115 
responden. Teknik Pengambilan sampel atas responden dalam penelitian ini menggunakan 
non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk google form kepada responden melalui 
media sosial yaitu seperti whatsapp dan facebook.  Data dianalisis dengan analisis regresi 
linear berganda menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak 
 

   

1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu sumber 

penerimaan negara yang bisa digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran dan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat luas. Jika 

pengeluaran meningkat, pemerintah akan 

menuntut peningkatan pendapatan nasional. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak 

melakukan segala upaya untuk 

memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora 

& Suryaman, 2015). Penerimaan pajak 

mempunyai peranan yang sangat dominan, 

sebagai pos penerimaan negara. Negara 

berkewajiban untuk mewujudkan kepentingan 

rakyat dengan melaksanakan pembangunan. 

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat 

maka dana pembangunan semakin bertambah 

setiap tahun (Muhammad & Sunarto, 2018).  

Untuk meningkatkan pendapatan negara 

melalui sektor pajak, maka diperlukannya 

partisipasi aktif dari seluruh wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik dan Pemerintah harus membuat 

kebijakan atau upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang perpajakan 

(Polii & Sondakh, 2017).  

Upaya untuk meningkatkan penerimaan 

pajak yaitu dengan memaksimalkan 

penerimaan negara dari sektor pajak yang 

diterbitkannya kebijakan-kebijakan pajak oleh 

pemerintah dan harus dipatuhi oleh wajib 

pajak (Roulani et al., 2020). Semakin 

banyaknya pajak yang diterima oleh negara 
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akan menambah pendapatan negara, maka 

diasumsikan semakin banyaknya infrastruktur 

atau fasilitas akan dibangun untuk 

menciptakan kesejahteraan masyarakat (Nadia 

& Kartika, 2020). 

Tabel 1.1  

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 

Tahun 2016-2020 

 

 

 

 

 

Sumber: KPP Pratama Tanjung Pandan 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, realisasi 

penerimaan pajak di KPP Pratama Tanjung 

Pandan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019 selalu meningkat. Akan tetapi, pada 

saat tahun 2020 realisasi penerimaan pajak di 

KPP Pratama Tanjung Pandan menurun 

drastis. Realisasi penerimaan pajak tersebut 

bisa menurun yaitu dikarenakan dampaknya 

dari pandemi Covid-19 sehingga dapat 

menyebabkan penurunan atau berkurangnya 

aktivitas perekonomian secara nasional dan 

global. 

Dengan meningkatnya kepatuhan dalam 

membayar pajak akan memberikan kontribusi 

yang sangat besar terhadap penerimaan negara 

(Wahda, 2018). Ketidakpatuhan dapat  terjadi 

apabila seorang wajib pajak tidak begitu 

memahami peraturan perpajakan sehingga 

wajib pajak secara tidak sengaja bisa saja tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, 

seperti tidak mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dan tidak melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) atau para wajib pajak 

tidak sepenuhnya benar dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, seperti tidak 

membayar pajak dan melaporkan pajak tidak 

sesuai dengan tarif pajak yang berlaku 

(Mulyanti & Sugiharty, 2016). Dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka 

diperlukannya upaya dari Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) seperti sosialisasi yang diberikan 

kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak 

dalam pembangunan negara dan juga 

sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan 

sehingga kesadaran dari wajib pajak tersebut 

akan meningkat serta dapat memahami dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Arifin 

& Syafii, 2019).  

Pemeriksaan pajak menjadi sangat penting 

yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) karena pemeriksaan pajak 

berperan dalam hal penambahan devisa 

negara, pembiayaan negara serta 

pembangunan nasional (Agustin, 2020). 

Maulida & Adnan (2017) Pemeriksaan pajak 

perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan 

serta mendeteksi adanya kecurangan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga 

mendorong mereka untuk membayar pajak 

dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. 

Aspek hukum atau ketentuan material dari SPT 

wajib pajak yang akan menjadi obyek dalam 

pemeriksaan pajak (Rahman et al., 2016).  

Alasan dilakukannya penagihan pajak 

adalah masih banyaknya wajib pajak terdaftar 

yang belum melunasi utangnya sehingga 

diperlukannya tindakan penagihan bersifat 

mengikat dan memaksa serta mempunyai 

kekuatan hukum.  Tindakan seperti penagihan 

pajak pasif dapat dilakukan melalui surat, 

telepon atau media himbauan lainnya sebelum 

tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk 

penagihan pajak aktif yaitu dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan 

surat teguran, surat paksa, surat perintah 

melakukan penyitaan, serta pelaksanaan 

penjualan barang sita melalui lelang. Dari 

kedua jenis penagihan pajak tersebut yang 

paling sering diterapkan adalah penagihan 

pajak aktif, karena dapat memberikan efek jera 

kepada wajib pajak (Anam, 2018). Berdasarkan 

permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kepatuhan 

Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan 

Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
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(Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di 

Pulau Belitung)”. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Kepatuhan 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

patuh yang artinya yaitu suka dan taat kepada 

perintah atau aturan, dan berdisiplin. 

Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk 

pada ajaran atau peraturan, dalam kepatuhan 

yang dinilai yaitu ketaatan dari seluruh 

aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, 

ketentuan dan undang-undang yang berlaku 

sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran 

budi pimpinan dalam mengambil keputusan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan 

adalah teori dengan menjelaskan suatu kondisi 

dimana seseorang itu taat terhadap perintah 

atau aturan yang diberikan.  

Tahar & Rachman (2014), kepatuhan 

mengenai perpajakan adalah tanggung jawab 

kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat 

sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak 

didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan dan 

didasarkan pada pemahaman wajib pajak atas 

kewajiban perpajakannya. Kunarti (2019), 

Apabila tingkat kepatuhan pajak tinggi, maka 

penerimaan Negara dari sektor perpajakan 

juga akan tinggi, dimana penerimaan yang 

tinggi tentunya akan membawa dampak positif 

baik bagi negara maupun masyarakat. Negara 

pun akan semakin maju dan berkembang serta 

masyarakat juga akan merasakan 

kesejahteraan dari segala sisi, baik ekonomi 

maupun lainnya.  

  

2.2 Penerimaan Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No.27 Tahun 2014  “Penerimaan 

Pajak” adalah semua penerimaan negara terdiri 

atas pendapatan pajak dalam negeri dan 

pendapatan pajak perdagangan internasional. 

Dari segi ekonomi, penerimaan pajak adalah 

penerimaan negara yang potensial, karena 

pemerintah bisa membiayai sarana dan 

prasarana umum di berbagai bidang kehidupan 

melalui perpajakan, seperti transportasi, air, 

listrik, Pendidikan, kesehatan, keamanan, 

komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas 

lainnya dengan dirancang untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan (Minsar, 2020). 

Waluyo (2017:4) dari segi ekonomi pajak 

adalah penerimaan negara yang digunakan 

untuk menuntun kehidupan masyarakat 

menuju kesejahteraan. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa penerimaan pajak yaitu penghasilan 

diperoleh dari pemerintah yang bersumber 

dari pajak rakyat. Upaya untuk meningkatkan 

penerimaan pajak yaitu dengan 

memaksimalkan penerimaan negara dari 

sektor pajak yang diterbitkannya kebijakan-

kebijakan pajak oleh pemerintah dan harus 

dipatuhi oleh wajib pajak (Roulani et al., 2020).    

 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak  

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu 

kondisi menunjukkan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan berhak atas hak dan kewajiban 

perpajakan tanpa harus dilakukan 

pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman 

(Darmayani & Herianti, 2017). Kepatuhan 

wajib pajak adalah kesediaan untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu 

dilakukan pemeriksaan, penyidikan, 

peringatan atau ancaman secara menyeluruh, 

dan tanpa memberikan sanksi hukum dan 

administratif (Gunadi, 2013). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 

antara lain memahami peraturan perundang-

undangan perpajakan, mengisi formulir pajak 

dengan benar, menghitung jumlah pajak 

dengan benar, dan membayar pajak tepat 

waktu (Anam, 2018). Hal yang bisa 

mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah 

kondisi sistem administrasi perpajakan, 

pelayanan pada wajib pajak, pemberian sanksi 
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atau penegakan hukum perpajakan, tarif pajak 

serta pemeriksaan pajak (Suryadi, 2019).  

 

2.4 Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak merupakan 

instrumen penting untuk menentukan tingkat 

kepatuhan wajib pajak, baik dalam bentuk 

formal maupun material, dengan tujuan untuk 

menguji dan dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Tujuan yang diharapkan dari 

pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar 

dapat membantu pembentukan akal sehat para 

wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Salendu, 2017). Menurut Pasal 

1 angka 25 Undang-Undang No.16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan mengenai “Pemeriksaan Pajak” 

adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dana, mengolah data, keterangan dan/atau 

bukti yang dilakukan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

Suandy (2014:203), pemeriksaan pajak 

diartikan sebagai: “Rangkaian kegiatan mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan/atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

terhadap kewajiban perpajakan, serta 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Upaya untuk melaksanakan 

penegakan hukum salah satunya dengan 

pemeriksaan pajak yang dibutuhkan adalah tenaga 

pemeriksa pajak dengan kuantitas dan kualitas 

yang baik. Sedangkan untuk memperoleh mutu 

atas hasil kerja yang bagus maka diperlukannya 

prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, 

pelaksanaan serta produk dari pemeriksaan”.   

 

2.5 Penagihan Pajak 

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 

Undang-Undang No.19 Tahun 2000, penagihan 

pajak adalah serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, menjual barang yang telah 

disita. Oleh sebab itu, dibuatnya undang-

undang tersebut bertujuan untuk memberikan 

landasan hukum bagi otoritas perpajakan agar 

melakukan penagihan pada wajib pajak yang 

masih mempunyai utang pajaknya, sehingga 

wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar 

pajak yang nantinya diharapkan bisa 

meningkatkan penerimaan pajak (Roulani et 

al., 2020).   

Tindakan seperti penagihan pajak pasif 

dapat dilakukan melalui surat, telepon atau 

media himbauan lainnya sebelum tanggal jatuh 

tempo, sedangkan untuk penagihan pajak aktif 

yaitu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

dengan mengeluarkan surat teguran, surat 

paksa, surat perintah melakukan penyitaan, 

serta pelaksanaan penjualan barang sita 

melalui lelang. Dari kedua jenis penagihan 

pajak tersebut yang paling sering diterapkan 

adalah penagihan pajak aktif, karena bisa 

membuat para wajib pajak menjadi jera agar 

tidak melanggar kewajiban perpajakannya 

(Anam, 2018). 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian 

dengan menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif 

diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positif, dan 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif/statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2016:8). Metode 

kuantitatif didukung dengan perolehan data 

yang didapat dari penyebaran kuesioner. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan atau pengaruh variabel independen 

yaitu kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan 
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pajak dan penagihan pajak terhadap variabel 

dependen yaitu penerimaan pajak.  

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek  dengan 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2018:130). Populasi dalam penelitian ini 

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada 

di Pulau Belitung. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2018:131). 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

berjumlah 115 responden yang termasuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di 

Pulau Belitung, karena penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner yang 

dilakukan melalui google form. Peneliti 

menyebar kuesioner dengan cara membagikan 

link kepada responden yang termasuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi melalui media sosial 

whatsapp dan facebook.  

Teknik Pengambilan sampel atas 

responden dalam penelitian ini menggunakan 

non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling.  Sugiyono (2018:138) 

purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan berbagai pertimbangan 

tertentu. Menurut Sekaran & Bougie (2017) 

pengambilan sampel dalam purposive sampling 

terbatas hanya pada jenis orang tertentu yang 

dapat memberikan informasi yang diinginkan, 

baik karena mereka adalah satu-satunya pihak 

yang memilikinya ataupun mereka yang 

memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan 

oleh peneliti. Pada penelitian ini kriteria yang 

digunakan sebagai syarat untuk menjadi 

responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang berada di Pulau Belitung. 

 

 

 

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Data primer. Data primer 

merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara langsung dari 

responden. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner melalui google form. 

Peneliti menyebar kuesioner dengan cara 

membagikan link kepada responden yang 

termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi melalui 

media sosial whatsapp dan facebook. 

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di 

Pulau Belitung. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

a. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Penelitian ini menggunakan 3 variabel 

independen yaitu, kepatuhan wajib pajak, 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dan 

variabel dependen pada penelitian ini yaitu, 

penerimaan pajak. Pengujian statistik 

deskriptif dilakukan menggunakan program 

SPSS versi 21, dengan hasil sebagai berikut:    

Tabel 4.7  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Sumber: Data Primer diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji 

statistik deskriptif dapat disimpulkan 

deskriptif pada masing-masing variabel 

sebagai berikut: 

1. Variabel penerimaan pajak, memiliki nilai 

minimum 9 dan nilai maximum 30. Nilai 

rata-rata 25,60 dengan deviasi standar 

sebesar 3,109 maka, dapat diartikan 

penyebaran dari data variabel penerimaan 

pajak adalah 3,109 dari 115 data. 
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2. Variabel kepatuhan wajib pajak, memiliki 

nilai minimum 8 dan nilai maximum 25. 

Nilai rata-rata 15,57 dengan deviasi standar 

sebesar 3,635 maka, dapat diartikan 

penyebaran dari data variabel penerimaan 

pajak adalah 3,635 dari 115 data. 

3. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai 

minimum 6 dan nilai maximum 24. Nilai 

rata-rata 15,58 dengan deviasi standar 

sebesar 3,487 maka, dapat diartikan 

penyebaran dari data variabel penerimaan 

pajak adalah 3,487 dari 115 data. 

4. Variabel penagihan pajak memiliki nilai 

minimum 13 dan nilai maximum 40. Nilai 

rata-rata 30,05 dengan deviasi standar 

sebesar 4,165 maka, dapat diartikan 

penyebaran dari data variabel penerimaan 

pajak adalah 4,165 dari 115 data. 

 

b. Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

 Hasil uji normalitas yang dianlisis dari 

data kuesioner yang terkumpul dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini:  

Tabel 4.11 Uji Normalitas 

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui 

nilai asymp. sig sebesar 0,615 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data residual 

berdistribusi normal karena signifikansi lebih 

besar dari 0,05. 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Berikut disajikan tabel hasil uji 

multikolinearitas: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.12 

Uji Multikolinearitas 

 
Sumber: Data Primer diolah, 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat 

diketahui nilai tolerance untuk variabel 

kepatuhan wajib pajak (X1), pemeriksaan pajak 

(X2) dan variabel penagihan pajak (X3) lebih 

besar dari 0,10 kemudian nilai VIF lebih kecil 

dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data tersebut tidak mengalami atau tidak 

terjadi multikolinearitas. 

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Berikut disajikan tabel hasil uji data 

heteroskedastisitas: 

Tabel 4.13  

Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian variabel yang 

diajukan tidak mengalami heterokedastisitas. 

 



 

  

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty | Volume 04 No 01 Mei 2022 131 

 

c. Uji Hipotesis (Hasil Penelitian) 

1) Analisis regresi linier berganda 

 Dalam penelitian ini untuk menguji 

variabel kepatuhan wajib pajak (X1), variabel 

pemeriksaan pajak (X2) dan variabel 

penagihan pajak (X3) terhadap penerimaan 

pajak (Y) digunakan analisis regresi linier 

berganda. Dalam regresi linier berganda ini 

akan dilakukan pengujian secara simultan (Uji 

F) maupun secara parsial (Uji t). Untuk itu 

menentukan uji signifikansi yaitu uji F dan uji t 

yaitu: 

 Ha: apabila probabilitas (p) < 0,05 berarti 

bahwa semua variabel independen secara 

simultan maupun parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Ringkasan hasil analisis regresi 

linier berganda yang telah dilakukan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 
Sumber: Data Primer diolah 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, 

perhitungan regresi linear berganda dengan 

menggunakan program SPSS versi 21.0 didapat 

hasil sebagai berikut: 

 

Y= 7,857 + 0,160X1 + 0,162X2 + 0,432X3 

 

1) Konstanta = 7,857 

Artinya jika tidak ada variabel kepatuhan 

wajib pajak, pemeriksaan pajak dan 

penagihan pajak yang mempengaruhi 

penerimaan pajak, maka penerimaan pajak 

sebesar 7,857 satuan 

2) b1 = 0,160 

Artinya jika variabel kepatuhan wajib pajak 

meningkat sebesar satu satuan, maka 

penerimaan pajak akan meningkat sebesar 

0,160 dengan anggapan variabel bebas lain 

tetap. 

3) b2 = 0,162 

Artinya jika variabel pemeriksaan pajak 

meningkat sebesar satu satuan, maka 

penerimaan pajak akan meningkat sebesar 

0,162 dengan anggapan variabel bebas lain 

tetap. 

4) b3 = 0,432 

Artinya jika variabel independensi 

meningkat sebesar satu satuan, maka 

penagihan pajak akan meningkat sebesar 

0,432 dengan anggapan variabel bebas lain 

tetap. 

 

2) Uji parsial (Uji t) 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu 

dengan uji parsial, yaitu untuk menguji 

bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

bebas yakni kepatuhan wajib pajak, 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak 

dengan variabel dependen yakni penerimaan 

pajak. 

1. Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui 

hasil pengujian signifikansi menunjukkan 

bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 

0,017 < 0,05 dan t hitung 2,425 > t tabel 1,987. 

Maka dapat membuktikan Ha1 diterima, yang 

berarti bahwa “kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak 

pada wajib pajak orang pribadi di Pulau 

Belitung”. 

2. Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui hasil 

pengujian signifikansi menunjukkan bahwa 

terdapat nilai probabilitas sebesar 0,025 < 0,05 

dan t hitung 2,269 > t tabel 1,987. Maka dapat 

membuktikan Ha2 diterima, yang berarti bahwa 

“pemeriksaan pajak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak pada wajib pajak 

orang pribadi di Pulau Belitung”. 

3. Berdasarkan tabel 4.15, dapat diketahui hasil 

pengujian signifikansi menunjukkan bahwa 



 

  

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty | Volume 04 No 01 Mei 2022 132 

 

terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 

dan t hitung 8,686 > t tabel 1,987. Maka dapat 

membuktikan Ha3 diterima, yang berarti bahwa 

“penagihan pajak berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak pada wajib pajak orang 

pribadi di Pulau Belitung”. 

 

3) Uji Simultan (F)  

Dari hasil uji F pada tabel 4.15, diperoleh 

F hitung sebesar 42,176 dan probabilitas 

sebesar 0,000. Maka sesuai dengan dasar 

pengambilan keputusan dalam uji F dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau 
dengan kata lain kepatuhan wajib pajak, 

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara 

simultan berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak. Sedangkan berdasarkan perbandingan 

nilai Fhitung dengan Ftabel maka hasilnya Fhitung 

42,176 > Ftabel 2,69.  

 

4) Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Berdasarkan tabel 4.15, diketahui nilai 

koefisien determinasi atau R Square adalah 

sebesar 0,805 sama dengan 80,5%. Angka 

tersebut mengandung arti bahwa variabel 

kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan 

penagihan pajak secara simultan berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak sebesar 52%. 

Sedangkan sisanya (100%-52% = 48%) 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

persamaan regresi ini atau variabel yang tidak 

diteliti. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil penelitian mendukung hipotesis 

pertama bahwa variabel kepatuhan wajib pajak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t 

hitung sebesar 2,425 dengan nilai probabilitas 

0,017 dimana angka tersebut signifikan karena 

nilai probabilitasnya < 0,05.  Kepatuhan wajib 

pajak adalah suatu kondisi menunjukkan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan berhak 

atas hak dan kewajiban perpajakan tanpa 

harus dilakukan pemeriksaan, peringatan, 

ataupun ancaman (Darmayani & Herianti, 

2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak antara lain memahami 

peraturan perundang-undangan perpajakan, 

mengisi formulir pajak dengan benar, 

menghitung jumlah pajak dengan benar, dan 

membayar pajak tepat waktu (Anam, 2018). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Puspareni et 

al. (2017), Kautsar & Adnan (2018) serta 

Kastolani & Ardiyanto (2017) yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak. 

Hasil penelitian mendukung hipotesis 

kedua bahwa variabel pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t 

hitung sebesar 2,269 dengan nilai probabilitas 

0,025 dimana angka tersebut signifikan karena 

nilai probabilitasnya < 0,05. Suandy 

(2014:203), pemeriksaan pajak diartikan 

sebagai: “Rangkaian kegiatan mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan/atau 

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 

terhadap kewajiban perpajakan, serta 

melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Upaya untuk 

melaksanakan penegakan hukum salah satunya 

dengan pemeriksaan pajak yang dibutuhkan 

adalah tenaga pemeriksa pajak dengan 

kuantitas dan kualitas yang baik. Sedangkan 

untuk memperoleh mutu atas hasil kerja yang 

bagus maka diperlukannya prosedur 

pemeriksaan, ruang lingkup, norma, 

pelaksanaan serta produk dari pemeriksaan”. 

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan 

pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu 

pembentukan akal sehat para wajib pajak 

untuk lebih memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Salendu, 2017). Pemeriksaan 

dilakukan dikarenakan adanya kesalahan atau 

kelalaian bahkan kecurangan yang dilakukan 

oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya (Hudany, 2015). Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Kastolani & Ardiyanto (2017), Mohammad 

et al. (2017) serta Novitaningsih et al. (2019) 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif 



 

  

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty | Volume 04 No 01 Mei 2022 133 

 

dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap 

penerimaan pajak. 

Hasil penelitian mendukung hipotesis 

ketiga bahwa variabel penagihan pajak 

berpengaruh positif terhadap penerimaan 

pajak. Hal tersebut terbukti dengan nilai t 

hitung sebesar 8,686 dengan nilai probabilitas 

0,000 dimana angka tersebut signifikan karena 

nilai probabilitasnya < 0,05. Tindakan seperti 

penagihan pajak pasif dapat dilakukan melalui 

surat, telepon atau media himbauan lainnya 

sebelum tanggal jatuh tempo, sedangkan untuk 

penagihan pajak aktif yaitu dilakukan setelah 

tanggal jatuh tempo dengan mengeluarkan 

surat teguran, surat paksa, surat perintah 

melakukan penyitaan, serta pelaksanaan 

penjualan barang sita melalui lelang. Dari 

kedua jenis penagihan pajak tersebut yang 

paling sering diterapkan adalah penagihan 

pajak aktif, karena bisa membuat para wajib 

pajak menjadi jera agar tidak melanggar 

kewajiban perpajakannya (Anam, 2018). 

Namun demikian, hal yang harus diperhatikan 

oleh fiskus dalam penagihan pajak yaitu suatu 

kewajiban perpajakan dianggap telah hilang 

atau gugur jika telah melewati jangka waktu 

tertentu. Salah satu cara untuk menyelamatkan 

penerimaan pajak negara yaitu dengan 

mencegah daluwarsa penagihan pajak 

(Wungkar & Elim, 2016). Sehingga dengan 

diadakannya penagihan pajak maka wajib 

pajak harus melunasi seluruh utang pajaknya 

dan akan mempengaruhi jumlah penerimaan 

pajak yang diterima (Hudany, 2015). Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh  Mohammad et al. (2017) yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan penagihan pajak terhadap 

penerimaan pajak. 

 

5.  PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan pengaruh kepatuhan wajib 

pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak 

terhadap penerimaan pajak. Data penelitian ini 

menggunakan data primer dengan metode 

pengambilan sampel. Sampel penelitian ini 

berjumlah 115 responden. Berdasarkan hasil 

analisis data dan hasil pengujian, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut 

terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,425 

dengan nilai probabilitas 0,017 dimana 

angka tersebut signifikan karena nilai 

probabilitasnya < 0,05. 

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut 

terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,269 

dengan nilai probabilitas 0,025 dimana 

angka tersebut signifikan karena nilai 

probabilitasnya < 0,05. 

3. Penagihan pajak berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut 

terbukti dengan nilai t hitung sebesar 8,686 

dengan nilai probabilitas 0,000 dimana 

angka tersebut signifikan karena nilai 

probabilitasnya < 0,05.  

4. Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak 

dan penagihan pajak berpengaruh secara 

simultan terhadap penerimaan pajak. Hal 

tersebut terbukti dengan nilai f hitung 

sebesar 42,176 dengan nilai probabilitas 

0,000 dimana angka tersebut signifikan 

karena nilai probabilitasnya < 0,05. 

5. Pengujian secara bersama-sama, dimana 

menunjukkan besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R square atau R2) 

adalah sebesar 0,520 sama dengan 52%. 

Sedangkan sisanya (100%-52% = 48%) 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

persamaan regresi ini atau variabel yang 

tidak diteliti.  

 

5.2  Saran 

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat 

meningkatkan sosialisasi kepada para wajib 

pajak tentang peraturan yang berkaitan 

dengan penerbitan surat teguran dan surat 

paksa sehingga kesadaran wajib pajak untuk 

membayar tunggakan pajak mereka dapat 

meningkat. 
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2. Wajib Pajak Orang Pribadi sebaiknya lebih 

memperhatikan dan mematuhi ketentuan 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak yang berkaitan dengan penerbitan 

surat teguran dan surat paksa untuk 

menghindari terjadinya penyitaan aset yang 

dimiliki oleh wajib pajak yang menunggak. 

3. Peneliti selanjutnya, ketika melakukan 

pengujian yang sama dengan penelitian ini 

disarankan untuk menambah variabel lain 

dengan jumlah observasi yang lebih banyak 

sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan pajak dapat teridentifikasi 

secara eksplisit. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 

memperbanyak jumlah sampel. 
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